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Tuntutan Hak Upah Lembur atas Praktik Jam Kerja Melebihi Batas Statuter UU Ketenagakerjaan
Decision Summary / Ringkasan Putusan
Kelebihan jam kerja di atas 40 jam dalam 1 minggu merupakan hak normatif pekerja yang wajib dihitung dan dibayar sebagai upah kerja lembur berdasarkan Kepmenakertrans No. KEP-102/MEN/VI/2004. Pengusaha tidak dibenarkan berdalih bahwa jam kerja panjang telah diperjanjikan sejak awal dalam kontrak kerja jika perjanjian tersebut merugikan hak-hak normatif pekerja di bawah standar undang-undang.
Pekerja menuntut pembayaran upah lembur karena jam kerja operasional lapangan yang ditetapkan perusahaan mencapai lebih dari 50 jam seminggu. Pengusaha berdalih bahwa jenis pekerjaan dan kontrak kerja telah menyepakati jadwal tersebut. MA menyatakan pertimbangan judex facti PHI tepat bahwa penetapan jam kerja melebihi 40 jam per minggu otomatis melahirkan kewajiban hukum pembayaran kompensasi lembur, dan hak tersebut tidak gugur karena adanya penandatanganan kontrak kerja.
Decision Text / Excerpts
### KAIDAH HUKUM (RATIO DECIDENDI)
Kelebihan jam kerja di atas 40 jam dalam 1 minggu merupakan hak normatif pekerja yang wajib dihitung dan dibayar sebagai upah kerja lembur berdasarkan Kepmenakertrans No. KEP-102/MEN/VI/2004. Pengusaha tidak dibenarkan berdalih bahwa jam kerja panjang telah diperjanjikan sejak awal dalam kontrak kerja jika perjanjian tersebut merugikan hak-hak normatif pekerja di bawah standar undang-undang.
### RINGKASAN PUTUSAN
Pekerja menuntut pembayaran upah lembur karena jam kerja operasional lapangan yang ditetapkan perusahaan mencapai lebih dari 50 jam seminggu. Pengusaha berdalih bahwa jenis pekerjaan dan kontrak kerja telah menyepakati jadwal tersebut. MA menyatakan pertimbangan judex facti PHI tepat bahwa penetapan jam kerja melebihi 40 jam per minggu otomatis melahirkan kewajiban hukum pembayaran kompensasi lembur, dan hak tersebut tidak gugur karena adanya penandatanganan kontrak kerja.
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